
 
 

   
 

BUPATI MALINAU 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN BUPATI MALINAU 

 

NOMOR 18 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI MALINAU, 

 

Menimbang  :   a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar yang 

bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasi Bantuan Dana 

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), khususnya yang 

bersumber dari  Pemerintah Daerah Kabupaten  Malinau 

Tahun anggaran 2020; 

 

   b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Malinau tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 

Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Daerah (BOSDA) Pemerintah Kabupaten Malinau 

Tahun Anggaran 2020. 

 

Mengingat  :   1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagai mana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 

2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

 



 
 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5239); 

 

4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 

 

5.  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaiamana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4863); 

 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

51050), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 



 
 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 

11.  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 

2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 

2019 Nomor 3). 

                                                       

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 

 

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya 

disebut Juknis BOSDA 2020 merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Malinau dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

dalam penggunaan dana BOSDA tahun angggaran 2020. 

 

Pasal 2 

 

Juknis BOSDA Tahun 2020 disusun dengan tujuan: 

 

a. Penggunaan dana BOSDA tepat sasaran dalam mendukung 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan secara efektif dan efesien; dan 

 

b. Pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA dilaksanakan dengan tertib 

administrasi, transparan. akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari 

penyimpangan. 

 

Pasal 3 

 

(1) Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana 

BOSDA Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran  yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

(2) Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana 

BOSDA ini berlaku untuk Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

  

 



 
 

Pasal 4 

 

Alokasi dana BOSDA untuk setiap sekolah ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati Malinau sesuai dengan jumlah siswa per tahun di masing-masing 

tingkatan sekolah.  

 

Pasal 5 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Malinau. 

 

        Ditetapkan di Malinau 

        pada tanggal, 17 September 2020. 

 

        BUPATI  MALINAU, 

       

 

  

 

       YANSEN TP 

 

 

Di undangkan di Malinau 

pada tanggal, 17 September 2020. 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 

 

 

 

 

ERNES SILVANUS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 18. 


